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Pembangunan adalah amanat konstitusi negara kita dan hubungan antaratrilogi pembangunan dengan krisis
ekonomi ternyata masih relevan. Konsultan teknik sebagai salah satu penyedia jasa dalam pekerjaan
konstruksi memegang peranan penting selain kontraktor. Perjanjian yang dilakukan konsultan teknik dengan
Pemerintah adalah perjanjian untuk melakukan jasa yaitu perjanjian antara pihak yang ahli melakukan jasa
untuk kepentingan pihak lain guna mencapai tujuan dengan menerima pernbayaran berdasarkan tarif.
Bagaimana proses sebelum terjadinya perjanjian dan masalah-masal ah apa sgja dalam perjanjian yang telah
disepakati merupakan hal yang di teliti dalam skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian
kepustakaan dengan cara menggunakan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang
dibahas dalam penulisan ini. Alat pengumpul data penelitian ini yaitu studi dokumen dan wawancara dengan
nara sumber yaitu orang yang memberi informasi tidak mengenai diri sendiri tetapi karena keahlian atau
jabatannya. Tahap yang di lakukan sebelum melakukan perjanjian untuk melakukan jasa pada I nstansi
Pemerintah dimulai dengan tahap pelelangan dan terdapat empat cara pelelangan yaitu pelelangan umum,
pelelangan terbatas, pemilihan secara langsung dan penunjukan langsung. Salah satu syarat untuk mengikuiti
pelelangan, badan usaha harus mengikuti prakualifikasi untuk mempunyai Tanda Daftar Rekanan (TOR)
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat |. Hubungan hukum perjanjian untuk melakukan jasa
antara PT. Seecons dengan Pemerintah adalah ernberian kuasa yang menjurus pada suatu pemberian tugas
atau lastgeving. Permasalahan yang sering timbul adalah mobilisasi tenaga ahli konsultan karena pada waktu
pelelangah konsultan mengajukan tenaga ahli yang mempunyai pengalaman dan keahlian yang tinggi namun
pada saat mobilisasi tenaga ahli tersebut diganti, keterlambatan penyelesaian proyek dapat memberi
keuntungan bagi konsultan teknik karena timbulnya kontrak addendum (kontrak tambah waktu), pemutusan
perjanjian dapat dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah (Pemimpin Proyek) sehingga kedudukannya
lebih tinggi dan Pasal 1266 KUH Perdata tidak diberlakukan maka penyelesaian perselisihan dilakukan
secara arbitrase masalahnya bila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela serta
dikaitkan dengan UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengenai kegagalan bangunan dan aspek
lingkungan. Ke depan disarankan agar dibuat peraturan perundang-undangan mengenai profesi jasa
konsultan teknik.
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